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DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

bahwa dalam rangka pemingkatan pelavanan kepada
masvarakat,  perlu  adanva  pedoman  pelaksanaan
pelayanan pertanahan vang didasarkan pada semangat
pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdava alam,
schagur suatu kebijakan  dalam  sistem  pelavanan
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pertanahan secara nasional:

b. hahwa ketentuan yang sudah ada saat i yany berkaitan
dengan pelaksanaan  pelavanan pertanahan belum
mengatur secara menveluruh dan rine mengenat jangka
waktu.  bava  dan persvaratan dalam |1e:n;btri:1n
pelayanan pertanahan:
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Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok Pokok Agraria ( Lembaran Negara Tahun

1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2043 );

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas. Fungsi. Kewenangan, Susunan
Orgamsasi dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah.
lerakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun
2004

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang
Orvanisasi dan Tugas Eselon I Lembawa Pemerintah
Nu:’: Departemen  scbagaimana Lelah_ht‘hﬂ"a}"l" ki:';
diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor

tahun 2004,

2003 weniang
o Nomor 34 Tahun 200-
Keputusan Presiden Nomor 2

K chijakan Nasional di Bidany Pertanahan.
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Pasal 2

SPOPP sehagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wanb dilaksanakan oleh Badan

pertanahan Nasional. Rantor Wilavah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan

Kantor Perianahan Kabupaten Kota.
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Ditetapkan di : JAKARTA
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da tanggal : 1 Pebruari 2005
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